USAHA KECIL DAN MASA DEPAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Peran penting usaha kecil sebagai salah satu pilar ekonomi Indonesia mulai diakui dan diperhatikan sejak krisis melanda Indonesia. Dua peran penting usaha kecil yang cukup signifikan adalah kontribusinya dalam investasi dan penyediaan kesempatan kerja. Beralihnya perhatian ini berawal dari kolapsnya investasi skala besar yang selama beberapa dekade menopang perekonomian Indonesia khususnya dalam mendorong investasi dan menyediakan lapangan kerja.

Melihat kondisi ekonomi Indonesia sekarang dan masa depan, investasi dan penyediaan kesempatan kerja masih akan menjadi persoalan utama. Hal ini pula yang mendorong pemerintah dan lembaga donor yang masuk ke Indonesia memfokuskan kebijakannya kepada peningkatan investasi dengan harapan akan dapat memperluas lapangan kerja. Kebijakan-kebijakan yang ada berkeinginan menciptakan iklim ekonomi politik yang kondusif bagi peningkatan investasi. Di titik ini muncul perdebatan mengenai kebijakan ekonomi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Idealnya, usaha besar dan kecil sama-sama menjadi pilar ekonomi Indonesia. Tetapi, dengan adanya fakta kolapsnya investasi skala besar, banyak pihak yang mempertanyakan apakah kebijakan yang mendorong masuknya investasi skala besar masih realistis. Di sisi lain, investor besar domestik memperlihatkan kecenderungan untuk melarikan modalnya ke negara-negara lain seperti Cina. Menyikapi fakta ini, harus ada strategi yang dijalankan pemerintah Indonesia untuk meyakinkan investor asing dan sekaligus juga mendorong investasi kecil secara meluas. 

Masalah lain yang berkaitan dengan hal ini adalah munculnya UU No. 13/2003 yang kontroversial tentang ketenagakerjaan. Di satu sisi, investor melihat bahwa UU tersebut dapat menghambat investasi, sementara di sisi lain, kelompok buruh melihat bahwa UU tersebut cenderung merugikan buruh dalam beberapa hal. Kajian BAPPENAS tentang kebijakan pasar kerja melihat bahwa UU tersebut kurang mempertimbangkan perluasan lapangan kerja terutama disebabkan oleh ketentuan-ketentuan menyangkut upah, pemutusan hubungan kerja, pesangon, dan pembatasan kerja kontrak yang dianggap akan memakan biaya produksi yang lebih besar atau mahal. Hal ini dipandang akan sangat memberatkan para pengusaha baik kecil, menengah, maupun besar dan para investor. 
Banyaknya pemikiran yang berkembang, baik yang telah dituangkan dalam kebijakan formal maupun yang menjadi wacana gerakan, mendorong AKATIGA untuk menerbitkan kumpulan pemikiran tersebut ke dalam jurnal. 

***

Jurnal Analisis Sosial edisi usaha kecil ini bisa dikatakan ‘keroyokan’ serta dialektis karena menampilkan kumpulan tulisan berbagai orang dari berbagai institusi yang selama ini ‘berhubungan secara antagonistis’ dalam dunia wacana maupun praksis, yaitu kalangan yang berasal dari organisasi non politik/lembaga swadaya masyarakat, akademisi, pemerintah, dan lembaga donor internasional. Keberagaman ini sesuai dengan tujuan dari jurnal kali ini, yaitu menangkap berbagai pemikiran dan perdebatan di antara pihak pengambil keputusan, pengamat, praktisi ekonomi dan sosial, dan lembaga donor, mengenai fungsi dan peran usaha kecil dalam peningkatan investasi, kesempatan kerja, dan sekaligus penanggulangan kemiskinan di Indonesia. 

Artikel pertama menampilkan deskripsi umum tentang kondisi ekonomi Indonesia dan peluang untuk mendorong investasi dan perluasan kesempatan kerja saat ini dan beberapa tahun ke depan. Tulisan komprehensif ini disajikan oleh Mohamad Ikhsan dari LPEM-FEUI. Analisisnya tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan bertolak dari kondisi ekonomi pasca Soeharto, serta data mutakhir tentang investasi, tenaga kerja, pendidikan, dan desentralisasi. Menurutnya, peran UKM sangat signifikan dalam mendorong laju akselerasi pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki pola pertumbuhan ekonomi, meskipun ada fakta terdapatnya ketidakseimbangan antara kontribusi UKM dalam penyediaan lapangan kerja dengan kontribusi dalam pembentukan nilai tambah. Berdasarkan data tahun 2003, UKM menyerap 99,45% tenaga kerja, tetapi hanya 58,3% dalam penciptaan nilai tambah. Akibatnya terdapat ketimpangan yang mencolok antara produktivitas per tenaga kerja antara UKM dengan usaha besar, yaitu 1:129. Tetapi, seandainya produktivitas tenaga kerja dalam UKM dapat menyamai 2% saja (dari 0,8% dewasa ini) dari produktivitas usaha besar maka nilai PDB Indonesia akan meningkat lebih dari 50% dari PDB tahun 2003. Lagipula pertumbuhan UKM yang lebih cepat dibandingkan dengan kelompok usaha besar akan memperbaiki struktur usaha dan distribusi pendapatan secara keseluruhan. Oleh karena itu peningkatan produktivitas UKM harus menjadi agenda sentral dari kebijakan ekonomi di masa mendatang, yang meliputi perbaikan iklim investasi secara umum dan menghilangkan diskriminasi UKM terutama yang disebabkan oleh kegagalan mekanisme pasar. 
Sehubungan dengan agenda lembaga donor pada pengembangan UKM dan investasi, International Finance  Corporation (IFC)-PENSA (Program for Eastern Indonesia SME Assistance) menyumbangkan tulisannya yang berisi aspirasi para pengusaha dari seluruh Indonesia tentang faktor-faktor penghambat usaha, antara lain iklim investasi, perburuhan, dan desentralisasi. Artikel ini adalah hasil survey lembaga IFC-PENSA, yang merupakan bagian dari Grup Bank Dunia, dalam upayanya mempromosikan investasi sektor swasta yang berkesinambungan di negara-negara berkembang dan membantu menanggulangi kemiskinan. 

Meskipun banyak reaksi kontra terhadap bantuan dari lembaga donor, kebijakan pemerintah dalam masalah kemiskinan tidak bisa lepas dari pengaruh lembaga pemberi utang tersebut. Salah satunya adalah kewajiban membuat Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) sebagai prasyarat untuk tetap mendapat dukungan internasional. Bukanlah rahasia lagi bahwa Indonesia masuk ke dalam jajaran negara-negara miskin yang terjerat utang atau Severely indebted and low income countries (SILIC), karena selama ini pembangunan-pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi dibiayai dari pinjaman luar negeri. Menanggapi hal itu Fakhruksyah Mega membuat tulisan tentang agenda GAPRI sebagai koalisi Ornop gerakan anti pemiskinan, yang melakukan advokasi secara langsung dalam perumusan dokumen PRSP dan merumuskan konsep tandingan yang disebut ‘Strategi Bersama Melawan Pemiskinan’. GAPRI mengkritik pemerintah dan pihak lainnya yang cenderung menangani usaha kecil-mikro atau kelompok miskin pada umumnya baru sebatas charity strategy. Sedangkan dalam hubungannya dengan investasi dan ketenagakerjaan, pemerintah dipandang hanya memfasilitasi pemenuhan tenaga kerja yang diperlukan investor dengan segala kepentingan politik perburuhan. 

Dalam pandangan pemerintah dan beberapa kalangan, kebijakan perburuhan justru dianggap telah menghambat perluasan kesempatan kerja dan penyebab keengganan investor baru untuk menanamkan modalnya. Indrasari Tjandraningsih mendebatnya dengan argumentasi bahwa itu bukan karena isi dan spiritnya yang memihak buruh, akan tetapi justru disebabkan oleh kecanggihan perilaku dan strategi modal dalam mempertahankan dan meningkatkan efisiensi serta akumulasi keuntungan melalui reorganisasi proses kerja. Faktanya adalah dunia kerja di Indonesia sedang mengalami perubahan mendasar sebagai akibat dari restrukturisasi produksi global yang menghasilkan fragmentasi buruh yang tinggi, hilangnya kesempatan kerja secara massif, dan semakin informalnya hubungan kerja. Kesemuanya itu membawa akibat makin pudarnya kolektivitas buruh dan makin lemah posisi serta kekuatan tawarnya.
Artikel berikutnya adalah analisis Isono Sadoko tentang kebijakan investasi dan kesempatan kerja. Ia mengkritik dokumen Propenas yang dikeluarkan pemerintah (Bappenas) tentang upaya menghilangkan pengangguran melalui investasi di sektor usaha besar yang produktif. Menurut Sadoko, bila terdapat keinginan untuk memperluas kesempatan kerja dalam kondisi kelangkaan modal seperti saat ini, maka target yang realistis adalah fokus pada pengembangan usaha kecil, dan bukannya usaha besar yang berisiko. Hal ini bisa dilakukan melalui perbaikan sistem produksi, finansial, dan pelaksanaan hukum.
Senada dengan Isono Sadoko, Nurul Widyaningrum melihat pengembangan usaha kecil sebagai salah satu strategi yang baik dalam memperluas kesempatan kerja. Akan tetapi penyerapan tenaga kerja yang besar seperti yang ditunjukkan oleh banyak data tersebut tidak semata-mata menunjukkan keunggulan UK dibanding usaha menengah (UM) ataupun usaha besar (UB), melainkan bisa jadi merupakan respon dari menurunnya kondisi ekonomi. Sampai saat ini, belum ada hasil penelitian yang dapat mendukung secara kuat argumen tentang kontribusi usaha kecil dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu, terdapat pertanyaan-pertanyaan kritis tentang kualitas kerja yang tercipta di sektor UK yang rendah, misalnya dari sisi upah yang lebih rendah dari UMR dan tidak tercakup dalam program Jamsostek. Pada intinya, ia mengajukan argumen bahwa upaya pengembangan usaha kecil sebagai strategi penyerapan tenaga kerja harus dibarengi dengan upaya-upaya untuk memperbaiki kualitas kerja di usaha kecil.  
Meskipun banyak pendapat yang secara optimistis meletakkan UKM sebagai sentral dari kebijakan ekonomi di masa mendatang, Edy Priyono melihat kecenderungan UKM di Indonesia hanya dilihat secara emosional dan bukannya  secara rasional. Oleh karena itu, menurutnya, pengukuran efisiensi usaha kecil sangat penting untuk dilakukan, yaitu melalui ‘teknik survival’. Pertama, perusahaan-perusahaan dalam industri dikelompokkan menurut skala usaha.  Kemudian dilakukan pengukuran output dan pangsa (share) output untuk setiap kelompok perusahaan (menurut skala) dalam jangka waktu tertentu. Jika pangsa output dalam suatu kelompok tertentu menurun, berarti mereka tidak efisien. Semakin tidak efisien, semakin cepat penurunannya. Berdasarkan teknik ini, pernyataan bahwa di Indonesia usaha kecil lebih efisien dibandingkan usaha besar belum teruji secara valid.  Untuk pengujian tersebut diperlukan rentang waktu yang cukup panjang guna mengeliminasi perubahan-perubahan kondisi akibat situasi khusus seperti misalnya krisis ekonomi. 

Tetapi, untuk sementara ini, tampaknya banyak pihak yang merasa cukup dengan hanya berpegang pada kenyataan bahwa UKM bisa menyerap 99,45% tenaga kerja. Itulah yang menyebabkan penguatan kelompok usaha ini dipandang sangat penting dan menjadi salah satu strategi pembangunan sosial ekonomi dari para agen pembangunan. Menanggapi banyaknya program pengembangan atau penguatan usaha kecil yang dilakukan berbagai lembaga, Asep Suryahadi dan Rizki Fillaili menampilkan hasil studinya berupa evaluasi tentang hal itu. Tujuannya adalah agar tidak terjadi tumpang tindih antarlembaga dalam upaya penguatan usaha kecil mikro di masa yang akan datang. 

Di dalam ruang metodologi, Haswinar Arifin mengemukakan cara untuk memahami kerentanan perempuan pengusaha kecil (PPK) dalam kegiatan ekonomi informal atau semi formal. Hal ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa jumlah pelaku ekonomi perempuan di dalam kegiatan inilah yang jumlahnya paling banyak. Pembahasan tentang cara-cara yang bisa digunakan untuk memahami kerentanan PPK ini dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama membahas sejumlah pengertian dan konsep yang dapat digunakan sebagai kerangka acuan untuk memahami isu kerentanan di kalangan PPK. Bagian kedua secara singkat diuraikan beberapa pertanyaan yang relevan digunakan untuk mengamati dan mencari informasi yang relevan dengan isu kerentanan. Bagian ketiga menguraikan implikasi praktikalnya, khususnya implikasi pendekatan ini terhadap upaya pemberdayaan dan pengorganiasian PPK.

Jurnal ini akan ditutup dengan resensi buku yang ditulis oleh Anne F. Safaria. Kali ini buku yang diresensi adalah “Bangkitnya Naga Besar Asia: Peta Politik, Ekonomi, dan Sosial China Menuju China Baru” karya Bob Widyahartono.  Cina kini menjadi kiblat baru perekonomian dunia karena keberhasilannya dalam meletakkan landasan ekonomi pada keterbukaan dan investasi besar-besaran dalam modal manusia dan infrastruktur fisik. Seperti halnya Indonesia, banyak negara mencoba mencari tahu resep atau formulasi yang tepat untuk kebangkitannya itu. Buku ini bisa menjadi  bacaan alternatif untuk belajar dari pengalaman Cina.

Demikianlah gambaran ringkas tentang isi jurnal usaha kecil kali ini. Semua perdebatan dalam artikel-artikel yang disajikan semakin menegaskan bahwa ada hal-hal dilematis yang dihadapi Indonesia dalam menentukan masa depan perekonomiannya. Semua kajian tersebut diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan berbagai pihak dalam menyusun kebijakan dan upaya konkrit tentang upaya-upaya mendorong investasi dan memperluas kesempatan kerja di Indonesia.

[Redaksi]

